BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PELAKSANAAN

UTANG PIUTANG BENIH PADI DENGAN SISTEM BAYAR GABAH DI

DESA MASARAN KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN

TRENGGALEK

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan Utang Piutang Benih

Padi Dengan Sistem Bayar Gabah Dilihat Dari Segi Qard

Pada bab III dijelaskan bahwa tradisi pelaksanaan utang piutang yang
dilakukan masyarakat Desa Masaran adalah tradisi utang benih padi yang
dilakukan oleh pihak petani dan bapak Tarman selaku bendahara kelompok
tani. Dalam praktiknya, transaksi yang terjadi antara petani (mugtarid) dan
bapak Tarman (mugrid) ialah hutang benih padi dengan pengembalian
dibayar gabah pada saat panen tiba serta ada tambahan dalam waktu
pengembalianya. Apabila petani mengalami gagal panen atau belum mampu
dalam membayarnya sesuai waktu yang sudah disepakati maka boleh
dikembalikan pada panen berikutnya akan tetapi dengan syarat
pengembalian dua kali lipat dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Masaran dalam
muamalah disebut dengan istilah gard. Sebagaimana pengertian gard adalah
harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkannya untuk
kemudian hari dikembalikan dengan takaran yang sama dan membayarnya

ketika sudah mampu. Petani Desa Masaran melakukan transaksi utang
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piutang benih padi dirumah secara langsung bapak Tarman dalam hal ini
adalah pemberi hutang selaku bandahara kelompok tani. Para petani
mendatangi bapak Tarman dengan maksud hutang benih padi yang akan
dijadikan bibit sawahnya dan hutang tersebut akan dibayar dengan gabah
saat panen tiba atau berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Sesuai praktik utang piutang yang terjadi, setelah petani menjelaskan
maksud dan tujuan berhutang kemudian baru bapak Tarman menjelaskan
syarat-syarat dalam utang piutang tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan
antara kedua belah pihak, maka terjadilah akad yaitu ijab dan kabul. Petani
atau pihak yang berhutang dan bapak Tarman melakukan ijab dan kabul
secara diam artinya saling memberi dan menerima tanpa diikuti kata-kata.

Praktik ijab kabul yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan
shara’ karena dalam islam pelaksanaan sighat dapat dilaksanakan dalam
berbagai cara yaitu lisan, tertulis, isyarat ataupun perbutan yang telah
menjadi kebiasaan. Dengan demikian, ijab dan kabul yang dilakukan petani
(mugqtarid) dan bapak Tarman (mugrid) sah karena sudah menjadi kebiasaan
dan kerelaan antara keduanya.

Seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa pelaksanaan
utang yang dilakukan masyarakat Desa Masaran adalah utang piutang benih
padi dalam pengembalianya dibayar dengan gabah. Transaksi yang terjadi
adalah utang benih padi dengan sistem bayar gabah, maka perlu diketahui

terlebih mengenai rukun dan syarat utang piutang (gard) tersebut, yaitu
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‘Agid (mugqrid dan mugqtarid)

dua pihak yang melakukan transaksi adalah pemberi utang
dan pengutang. Untuk ‘agid baik mugrid mapun mugqtarid
disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasharruf atau
memiliki ahliyatul ada’. Oleh karena itu, gard tidak sah apabila
dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

Rukun dan syarat utang piutang yang terjadi di Desa
Masaran Kabupaten Trenggalek sudah sesuai dengan rukun dan
syarat qard yang telah ditetapkan hokum syara’

Ma’qud ‘alaih (uang atau barang)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad gard dibenarkan
pada harta mits/i yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda
yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang
yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak
jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain dan yang diukur.
Akad gardtidak dibolehkan pada harta gimiyat (harta yang dihitung
berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti.
Adapun ulama Malikiyah, syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat
bahwa diperbolehkan melakukan gard atas semua benda yang biasa
dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan
ditimbang seperti emas, perak dan makanan maupun dari harta
gimiyat, seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang

yang dijual satuan.



62

3. Sighat (ijab dan gabul)
Tidak ada perbedaan pendapat di antara fukaha bahwa ijab
Kabul itu sah dengan /afaz utang dan dengan semua /afaz yang
menunjukkan  maknanya, seperti  kata,“Aku  memberimu
utang,’atau”Aku mengutang- imu.” Demikian pula kabul sah
dengan semua /afaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku
berutang”atau “Aku menerima’, atau” Aku ridha” dan sebagainya.
Dilihat dari syarat dan rukun utang piutang yang dilakukan antara
petani dan bapak Tarman dalam transaksi hutang benih padi dengan sitem
bayar gabah di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
sudah sesuai dengan rukun utang piutang yang ditetapkan hukum syara’.
Dalam pelaksanaanya, dapat diketahui bahwa Penghutang (petani)
menjelaskan berapa jumlah benih padi yang dihutang. Setelah penghutang
(petani) menjelaskan jumlah benih padi yang dihutang, bapak Tarman selaku
pemberi hutang kemudian menjelaskan harga, syarat dan jumlah pada saat
pengembaliannya serta jangka waktu pengembaliannya. Kemudian Bapak
Tarman menjelaskan kepada petani bahwa harga pokok benih padi unggul
satu karungnya berisi 10 kg dengan harga Rp. 145.000,- sedangkan
pengembaliannya bapak Tarman memberi syarat pada saat pengembalian
yaitu dengan dua karung gabah dengan berat 100 kg dengan harga Rp.
440.000,-. Dalam satu karung gabah berisi 50 kg dengan harga satu karung

gabah tersebut Rp. 220.000,-. Jika dalam waktu jatuh tempo dan petani
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gagal panen maka hutang tersebut boleh dikembalikan saat panen berikutnya
denngan syarat dua kali lipat.

Dilihat dari pelaksanaanya, menurut penulis bahwa akad gard yang
terjadi sebenarnya adalah akad mukhabarah yaitu suatu kerja sama dalam hal
pertanian antara pemilik sawah dan pengelola dengan imbalan bagi hasil
pertanian sesuai kesepakatan dan bibit pertanian dari pengelola karena
transaksi yang terjadi adalah bagi hasil dimana hutang benih padi tersebut
benihnya dari bapak Tarman yang kemudian dikembalikan oleh petani selaku
penghutang dalam bentuk gabah pada saat panen tiba. Akan tetapi
masyarakat Desa Masaran menganggapnya sebagai hutang karena selalu
mengunakan kata “Aku utang winih pari pak”(saya hutang benih padi pak)
dalam setiap transaksinya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa

Masaran.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan Utang Piutang Benih
Padi Dengan Sistem Bayar Gabah Dilihat Dari Segi ‘Urfnya

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tradisi pelaksanaan utang
piutang yang dilakukan masyarakat Desa Masaran adalah tradisi utang benih
padi yang dilakukan oleh pihak petani dan bapak Tarman selaku bendahara
kelompok tani. Dalam praktiknya, transaksi yang terjadi antara petani
(mugqtarid) dan bapak Tarman (mugrid) ialah hutang benih padi dengan
pengembalian dibayar gabah pada saat panen tiba serta ada tambahan dalam

waktu pengembalianya. Apabila petani mengalami gagal panen atau belum
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mampu dalam membayarnya sesuai waktu yang sudah disepakati maka boleh
dikembalikan pada panen berikutnya akan tetapi dengan syarat
pengembalian dua kali lipat dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dapat diketahui bahwa bapak Tarman menjelaskan harga pokok benih
padi unggul satu karungnya berisi 10 kg dengan harga Rp. 145.000,-
sedangkan pengembaliannya yaitu dengan dua karung gabah dengan berat
100 kg dengan harga Rp. 440.000,-. Dalam satu karung gabah berisi 50 kg
dengan harga satu karung gabah tersebut Rp. 220.000,-. Apabila sudah jatuh
tempo pembayaran petani gagal maka dapat dikembalikan pada panen
berikutnya dua kali lipat.

Seperti pada alenia yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa transaksi
utang piutang yang terjadi sebenarnya adalah akad mukhabarah yaitu suatu
kerja sama dalam hal pertanian antara pemilik sawah dan pengelola dengan
imbalan bagi hasil pertanian sesuai kesepakatan dan bibit pertanian dari
pengelola karena transaksi yang terjadi adalah bagi hasil dimana hutang
benih padi tersebut benihnya dari bapak Tarman yang kemudian
dikembalikan oleh petani selaku penghutang dalam bentuk gabah pada saat
panen tiba akan tetapi masyarakat Desa Masaran Kabupaten Kecamatan
Trenggalek menganggap hal itu adalah utang piutang.

Transaksi tersebut dikatakan akad mukhabarah karena sesuai syarat
akad mukhabarah, yaitu:

1. Syarat yang bertalian dengan ‘agidain, yaitu harus berakal.



65

2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya
penentuan macam apa saja yang akan ditanam.

3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu bagian
masing-masing harus disebutkan jumlahnya (presentasenya ketika akad).

4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.

5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah waktunya telah
ditentukan, waktu itu memungkinkan menanam tanaman tersebut, seperti
menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang
dipakainya, termasuk kebiasaan setempat, waktu tersebut memungkinkan
dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat mukhabarah, alat-alat tersebut berupa
hewan atau yang lainya dibebankan kepada pemilik tanah.

Pada akad mukhabarah mempunyai tujuan sebagai bentuk rasa tolong

menolong atau membantu sesama manusia yang sedang membutuhkan sesuai

dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

T3 5t 2 Tgss

Artinya:*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran”. (QS. al- Maidah: 2).
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Tradisi hutang benih padi dibayar dengan gabah yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Masaran bisa disebut dengan ‘urf; karena utang piutang
tersebut sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah
dikenal oleh kalangan masyarakat Desa Masaran sehingga tidak

menimbulkan penafsiran lain.
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Tradisi yang terjadi di Desa Masaran tidak lepas dari syarat-syarat

‘urf, yaitu:

a. ‘Urf itu harus termasuk ‘urf'yang sahih dalam arti tidak bertentangan
dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.

b. ‘Urfitu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan
mayoritas penduduk negeri itu.

c. ‘Urfitu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam
suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak
telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.

Dari pemaparan diatas, jika dilihat dari pengembalian dan tambahan serta
cara yang digunakan bapak Tarman dalam menjelaskan harga awal dan harga
kedua (tambahan) maka transaksi tersebut bukan lagi transaksi utang
piutang melainkan akad mukhabarah dimana benih padi tersebut benihnya
dari bapak Tarman yang kemudian dikembalikan oleh petani selaku
penghutang dalam bentuk gabah pada saat panen tiba. Karena disini antara
keduanya sama- sama sepakat dengan syarat saat pengembalian dibayar
gabah dan keuntungan (tambahan) yang sudah ditetapkan dalam ijab dan
kabul. Akan tetapi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Masaran
adalah transaksi utang piutang.

Jadi syarat dan tambahan saat pengembalian dalam transaksi utang
piutang yang dilakukan masyarakat Desa Masaran tidak mengandung unsur
riba jka dilaksanakan dengan akad mukhabarah dan juga tidak keluar dari

syarat-syarat dan kaidah kaidah ‘urf’



